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I. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Dewasa ini perekonomian di Indonesia telah mengalami perubahan struktural

yang sangat berarti. Hal ini dimulai dengan terjadinya krisis moneter yang

melanda Indonesia, sehingga membuat perekonomian Indonesia menjadi terpuruk.

Akibatnya Indonesia harus menata kembali perekonomiannya dan meningkatkan

pembangunan di segala bidang demi kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah pada tahun 2001 memberikan peluang kepada Pemerintah

Daerah untuk dapat menggali potensi-potensi yang ada di daerah untuk

dimanfaatkan sebagai sumber pembangunan daerah dengan mencari, mengolah,

dan meningkatkan daya guna potensi-potensi tersebut agar dapat meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Daerah memberikan tanggung jawab

kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk semaksimal mungkin meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah.

Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai Pelayanan

Pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dimana dalam pelaksanaannya memerlukan dana yang cukup besar untuk itu

Pemerintah Daerah berupaya dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan

daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah diatur menurut Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 1999 pasal 79. Salah satunya adalah pajak, khususnya pajak

hiburan. Seiring perkembangan jaman yang semakin modern, di kota Jember

khususnya banyak sekali di bangun tempat-tempat hiburan seperti tempat karaoke

keluarga, tempat video game, fitnes, dll untuk menghilangkan kepenatan

seseorang karena aktivitas sehari-hari, selain itu juga dapat pula meningkatkan

pendapatan asli daerah. Tak bisa di pungkiri lagi jika pendapatan pajak merupakan

pemasukan bagi negara baik pemerintah pusat maupun daerah yang bermanfaat

untuk pembangunan dan sebagainya. Hanya saja kesadaran masyarakat terutama

para Wajib Pajak yang harus dapat bekerja sama berperan aktif dalam

pembangunan dengan membayar pajak demi pembangunan pusat hingga daerah.
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Hiburan adalah suatu yang sifatnya dapat menyenangkan dari pribadi yang

menikmati atau mengkonsumsinya. Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan

atas semua hiburan dengan memungut bayaran, yang diselenggarakan pada suatu

daerah. Dari pengertian hiburan tersebut berarti pajak hiburan hanya dikenakan

pada segala jenis bentuk penyelenggaraan hiburan yang dikenakan biaya untuk

dapat menikmatinya. Karena ada hiburan lain yang tidak dikenakan pajak untuk

bisa menikmati hiburan tersebut, misalnya pasar malam..

Seiring berkembangnya sistem tatanan pemerintahan antara pusat dan daerah,

dimana adanya pemisahan kewenangan kebijakan antara pemerintah pusat dengan

daerah, maka fokus pada sistem perpajakan daerah otonomi yang ditangani

langsung oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tingkat II. Mengingat

pentingnya sektor pajak dalam pembangunan kota Jember khususnya, maka harus

dipelajari tentang sistem administrasi pajak khususnya pada sektor Pajak Hiburan

yang merupakan sektor pajak yang di tangani langsung oleh Dinas Pendapatan

daerah Kabupaten Jember Tingkat II, maka Praktek Kerja Nyata ini diberi judul :

“ PELAKSANAAN ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN PADA DINAS

PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER ”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek kerja nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan administrasi Pajak

Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

b. Untuk membantu pelaksanaan administrasi pajak hiburan pada Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

a. Dapat menambah wawasan yang berhubungan dengan Prosedur Administrasi

Pajak hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
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1.3 Objek dan JangkaWaktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember Jl. Jawa 72 Jember telp. (0331) 337112

1.3.2 Jangka Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini sesuai dengan ketentuan Fakultas

Ekonomi Universitas Jember ± 30 hari dengan total waktu 144 jam terhitung

pada tanggal 01 September 2014 sampai 30 September 2014. Adapun waktu

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang berlaku sesuai dengan jam kerja di Kantor

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- Senin s/d Kamis : Pukul 07.00 - 15.00 WIB

- Jumat : Pukul 07.00 - 11.30 WIB,13.00-16.30 WIB

- Sabtu : Libur

1.4 Bidang Ilmu

Bidang ilmu yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pembuatan

laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

a. Pengantar Manajemen

b. Perpajakan

c. Praktek Perpajakan
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1.5 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No Kegiatan Praktek Kerja Nyata
Minggu ke-

1 2 3 4

1

Pengajuan Surat Permohonan PKN kepada

Instansi yang terkait, mengurus surat ijin PKN

dan membuat Prosedur PKN

X

2
Perkenalan dengan Pimpinan dan Karyawan

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
X

3

Pengarahan dan Penjelasan tentang gambaran

umum dari Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Jember

X X

4

Pelaksanaan PKN serta mengumpulkan

data-data dan informasi untuk digunakan

dalam menyusun Laporan PKN

X X X X

5
Konsultasi dengan Dosen Pembimbing secara

periodik
X X X X

6 Penyusunan Laporan PKN X X X X

7 Penggandaan Laporan PKN X X X X

Sumber : Diolah
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II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Prosedur

2.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian atau langkah-langkah yang dilaksanakan

untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas, sehingga dapat tercapainya tujuan

yang diharapkan secara efektif dan efisien, selain itu prosedur juga dapat

memudahkan para pekerja dalam menyelesaikan suatu masalah secara terperinci

sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.

Menurut Ardiyose dalam bukunya “Kamus Besar Akuntansi” (2008:734)

Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang

menyangkut beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan

untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi dapat terjadi

berulangkali dan dilaksanakan secara beragam.

2.2 Administrasi

2.2.1 Pengertian Administrasi

Di Indonesia secara etimologis istilah administrasi lebih dikenal dari bahasa

Belanda yang telah menjajah Indonesia selama sekitar 300 tahun, dimana pada

waktu itu terjadi proses transformasi tatanan kehidupan. Administrasi dalam

bahasa Belanda adalah administratie yang mempunyai arti yaitu menunjukkan

kegiatan-kegiatan orang dibidang pencatatan dan ketatausahaan serta managemen

terhadap unsur-unsur organisasi.

Secara estiologis administrasi diaertikan sebagai kegiatan pengaturan sember

daya manusia, peralatan, dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan ditetapkan

pemiliknya. Di kalangan praktisi maupun akademisi Indonesia, pengertian

administrasi dipahami secara berbeda. Ditinjau dari aspek praktisi administrasi

didefinisikan sebagai ketatusahaan yang mengurusi pengumpulan, pencatatan,

pengklarifikasian, penyimpanan, dan desiminasi informasi, serta penataan kerja

sama terhadap unsur-unsur organisasi. Sedangkan ditinjau dari aspek administrasi
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itu sendiri, kegiatan mengurusi penataan unsur-unsur organisasi dipandang

sebagai proses pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada kebijakan umum

yang ditetapkan dalam tujuan-tujuan organisasi. Pengertian adminstrasi secara

sempit adalah tatausaha dan pelaksanaan pekerjaan intern yang melibatkan

manusia, peralatan, dan sistematika kerja untuk mendukung eksistensi organisasi

(Poerwanto 2006:11).

Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah suatu kerja sama yang

dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi berdasarkan pembagian kerja

sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya

untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Poerwanto 2006:13).

2.2.2 Unsur-unsur Administrasi

Menurut Gie (2007:8) suatu administrasi, yaitu :

a. Pengorganisasian yaitu rangkaian perbuatan menyusun suatu kerangka yang

menjadi wadah bagi setiap kegiatan dari usaha kerjasama yang bersangkutan

b. Manajemen yaitu rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan dan segenap

fasilitas kerja agar tujuan kerjasama itu benar-benar tercapai

c. Tata Hubungan yaitu rangkaian perbuatan menyampaikan berita dari satu pihak

ke pihak lain dalam usaha kerjasama

d. Kepegawaian yaitu rangkaian perbuatan yang mengukur dan mengurus tenaga

kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama

e. Keuangan yaitu rangkaian perbuatan yang mengelola segi-segi pembelanjaan

dan usaha kerjasama

f. Pembelanjaan yaitu rangkaian perbuatan yang mengadakan, mengatur

pemakaian, mendaftar, memelihara sampai menyingkirkan segenap

perlengkapan dalam usaha kerjasama

g. Tata Usaha yaitu rangkaian perbuatan menghimpun, mencatat, mengolah,

mengadakan, mengirim, dan menyimpan kerangka-kerangka yang diperlukan

dalam usaha kerjasama

h. Pewakilan yaitu rangkaian perbuatan yang menciptakan hubungan baik dan

dukungan masyarakat dalam kerjasama.
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Kedelapan tata tertib pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa peranan

administrasi dalam suatu organisasi perusahaan mempunyai peranan terutama

dalam membantu seluruh aktifitas perusahaan.

2.2.3 Fungsi Administrasi

Ada tiga fungsi dari administrasi, yaitu :

a. Fungsi Perencanaan

Proses perencanaan dalam organisasi pada umunya menyangkut terhadap

keputusan, baik untuk meramalkan dan juga eksekusi keputusan tersebut.

Dalam memperkirakan apa yang akan terjadi di masa mendatang, dilakukan

penelitian berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu dan masa kini. Semakin

lengkap administrasi data yang diperoleh dan digunakan, maka akan semakin

tepat penafsiran terhadap ketepatan perkiraan perencanaan.

b. Fungsi Pengorganisasian

Hubungan terhadap kegiatan-kegiatan ke arah pencapaian tujuan-tujuan

adalah sebuah koordinasi. Jika telah ditetapkan pada semua pekerja mendapat

hak untuk melaksanakan pekerjaan dengan cara yang dikehendaki sendiri,

maka setiap orang dari pada mereka biasanya akan diberikan bimbingan oleh

pikiran dan juga gagasan-gagasan mengenai hal yang dilakukannya tersebut.

c. Fungsi Pengawasan

Melakukan penilaian dan koreksi terhadap setiap penampilan karyawan

untuk mencapai tujuan seperti yang ditetapkan didalam rencana dan suatu

proses untuk menilai penampilan suatu program yang kemudian dilanjutkan

dengan mengarahkanya sedemikian rupa agar tujuan dapat tercapai.

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Adriani (Purwono, 2010:7) pajak adalah iuran masyarakat kepada

negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya

menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk
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membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk

menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro (Purwono, 2010:7) pajak adalah iuran rakyat kepada Kas

Negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum.

2.3.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi (Mardiasmo, 2003:1), yaitu:

a. Fungsi Budgetir

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai

pengeluaran-pengeluaran.

b. Fungsi Reguleren (Mengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi

konsumsi minuman keras.

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk

mengurangi gaya hidup konsumtif.

3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk

Indonesia di pasaran dunia.

2.3.3 Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak dibedakan menjadi tiga (Mardiasmo,2003:6), yaitu:

a. Pajak Menurut Golongannya

1) Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan

tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pertambahan Nilai
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b. Pajak Menurut Sifatnya

1) Pajak Subjektif pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya

dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

2) Pajak Obyektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada

obyeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

c. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

1) Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai Rumah Tangga Negara.

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan

atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

2) Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah.

Pajak terdiri atas:

a) Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor.

b) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak

Hiburan.

2.3.4 Sistem pemungutan pajak

Terdapat tiga macam sistem pemungutan pajak (Mardiasmo,2003:7), yaitu:

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

c. With Holding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
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pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.3.5 Macam-Macam Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak (Mardiasmo,2003:9), yaitu:

a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai

pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsional terhadap besarnya nilai

yang dikenai pajak.

Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan

dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai

pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai

nominal berapapun adalah Rp.6.000,00.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai

pajak semakin besar.

Contoh : Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang

pribadi dalam negeri.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak

Sampai dengan Rp. 50.000.000,00 5%

Di atas Rp.50.000.000,00 s.d. Rp.250.000.000,00 15%

Di atas Rp.250.000.000,00 s.d. Rp.500.000.000,00 25%

Di atas Rp.500.000.000,00 30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar.

2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap.

3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
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d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak

semakin besar.

2.3.6 Timbul dan Hapusnya Utang pajak

a. Ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (Mardiasmo,2003:8),

yaitu :

1) Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Ajaran ini diterapkan pada offiscial assessment system.

2) Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai

pajak karena suatu keadaam dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self

assessment system.

b. Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal (Mardiasmo,2003.:8),

yaitu :

1) pembayaran;

2) kompensasi;

3) daluwarsa; dan

4) pembebasan dan penghapusan.

2.4 Pajak Hiburan

2.4.1 Pengertian Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jember No 8 tahunn

1998 yang dimaksud dengan pajak hiburan adalah pungutan daerah atas

penyelenggaraan hiburan.Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian

dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang

dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga.

Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan

untuk melihat dan mendengar atau menikmati dan menggunakan fasilitas yang
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disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis,

dan petugas yang melakukan tugas pengawasan.

Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam

bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau

menikmati hiburan.

Pajak hiburan dalam wilayah Kabupaten Jember dibedakan menjadi dua,

yaitu:

a. Pajak hiburan yang sifatnya tetap, meliputi :

1) Persewaan VCD

2) Permainan Bilyard

3) Persewaan video game

4) Permainan anak-anak

b. Pajak hiburan yang sifatnya insidentil (sewaktu-waktu), meliputi:

1) Pertandingan sepak bola

2) Taman hiburan rakyat

3) Show Biz (konser musik, pertandingan tinju)

2.4.2 Obyek Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan adalah semua penyelenggaraan hiburan, yang di maksud

hiburan, antara lain :

a. Tontonan film

b. Pagelaran kesenian tradisional, musik, tari, dan busana

c. Kontes kecantikan dan binaraga

d. Pameran

e. Diskotik, karaoke, dan klub malam

f. Sirkus, akrobat, dan sulap

g. Permainan bilyard, golf, dan bowling

h. Pacuan kuda, balapan kendaraan bermotor, dan pemainan ketangkasan

i. Usaha pariwisata dan pusat kebugaran (fitness centre)

j. Pertandingan olahraga.
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2.4.3 Subjek Pajak Hiburan

Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan

untuk perorangan (pribadi) atau organisasi (kelompok) berdasarkan peraturan

perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seseorang atau suatu badan

merupakan subjek pajak, tapi bukan berarti orang atau badan itu punya kewajiban

pajak. Kalau dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tertentu seseorang

atau suatu badan dianggap subjek pajak dan mempunyai atau memperoleh objek

pajak, maka orang atau badan itu jadi punya kewajiban pajak dan disebut wajib

pajak.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No 8 tahun 1998 yang dimaksud

subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menonton

atau menikmati hiburan.

2.4.4 Tarif Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No 8 tahun 1998 besarnya tarif

pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film

di bioskop ditetapkan sebagai berikut:

1) Golongan utama sebesar 30% (tiga puluh persen)

2) Golongan A II sebesar 28% (dua puluh delapan persen)

3) Golongan A I sebesar 26% (dua puluh enam persen)

4) Golongan B II sebesar 24% (dua puluh empat persen)

5) Golongan B I sebesar 20% (dua puluh persen)

6) Golongan C II sebesar 17% (tujuh belas persen)

7) Golongan C I sebesar 15% (lima belas persen)

8) Golongan D sebesar 13% (tiga belas persen)

9) Jenis keliling sebesar 10% (sepuluh persen)

b. Untuk pertunjukan atau pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 20%

(dua puluh persen)

c. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

d. Salon kecantikan ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen)
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e. Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

f. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30% (tiga

puluh persen)

g. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen)

h. Persewaan video kaset dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas

persen).

2.5 Penagihan Pajak

2.5.1 Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap wajib

pajak/retribusi yang tidak mematuhi peraturan, dalam hal melunasi pajak/retribusi

yang terutang sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Ketepatan

Pajak/Retribusi, Surat Ketetapan Tambahan, Surat Ketetapan Sementara dan Surat

Ketetapan Pajak Rampung, Surat Ketetapan Pajak Rampung Tambahan

(MAPATDA, Dinas Pandapatan Daerah kabupaten Jember).

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau

memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus

memberitahukan surat paksa, mengusulkan penagihan, melaksanakan penyitaan,

melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (mardiasmo,

2003:4).

2.5.2 Tujuan Penagihan Pajak

Tujuan dari pelaksanaan penagihan pajak adalah sebagai usaha penegakan

hukum agar wajib pajak segera memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku (MAPATDA, Dinas Pandapatan Daerah

kabupaten Jember).
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2.5.3 Macam-macam Penagihan Pajak

Kegiatan penagihan pajak terdiri dari :

a. Kegiatan Penagihan Pasif

Kegiatan penagihan pasif dimulai dari proses peringatan, teguran I, teguran

II, dan teguran III. Proses peringatan dilakukan untuk sekedar mengingatkan

kepada wajib pajak, 7 (tujuh) hari sebelum masa berakhirnya batas waktu

penyetotan dimana wajib pajak belum melunasi atas pajak yang terutang akan

dikirim surat peringatan. Namun bila ternyata wajib pajak yang bersangkutan

belum juga melakukan kewajibannya untuk melunasi pajak yang terutang

sampai 14 (empat belas) hari setelah batas waktu tanggal penyetoran, maka

wajib pajak tersebut akan diberikan surat teguran. Surat teguran akan dimulai

dengan surat teguran I dan 7 (tujuh) hari kemudian diberikan surat teguran II.

Bilamana ini berlanjut, belum juga dilunasi maka akan disampaikan surat

teguran III (MAPATDA, Dinas Pandapatan Daerah kabupaten Jember).

b. Penagihan Aktif

Kegiatan penagihan aktif meliputi beberapa tahap, yaitu:

1) Penagihan seketika dan sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang

dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu

tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari

semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Jurusita pajak

melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan surat perintah

penagihan seketika dan sekaligus. Surat perintah seketika dan sekaligus

diterbitkan apabila :

a) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

atau berniat untuk itu

b) Penanggung pajak memindah tangankan barang yang dimiliki atau yang

dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan

perusahaan atau pekrjaan yang dilakukannya di Indonesia.

c) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan

usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau dikuasainya, atau
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melakukan perubahan lainnya.

d) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara

e) Terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga

atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

2) Penagihan dengan Surat Paksa

Penagihan dengan surat paksa adalah surat perintah membayar utang

pajak dan biaya penagihan. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial

dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat kuasa diterbitkan apabila :

a) Penanggungan pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya

diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang

sejenis.

b) Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan

sekaligus

c) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum

dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran

pajak.

3) Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang

penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak

menurut peraturan perundang-undangan. Apabila utang pajak tidak dilunasi

penanggung pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat)

jam setelah surat paksa diberlakukan.

4) Lelang

Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara

penawaran harga secara lisan dan tertulis melalui usaha pengumpulan

peminat atau calon pembeli. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak

tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang

melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui

kantor lelang.
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III. GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN JEMBER

3.1 Latar Belakang Sejarah Dinas Pendapatan Daerah jember

Perkembangan daerah Jember bermula sejak tahun 1859 dimana tanaman

tembakau mulai dikenal. Perkembangan selanjutnya sesuai dengan Statblat

No.332 tahun 1929 tanggal 1 Januari 1929 secara administratif menjadi

Kabupaten dengan nama Kabupaten Jember.

Pada tahun 1950 sesuai dengan Statblat No. 12 tahun 1950 Kabupaten

Jember menjadi Pemerintah Daerah (PEMDA) yaitu Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Jember. Sejalan dengan adanya Kabupaten Jember menjadi

Pemerintah Daerah, kemudian Kabupaten Jember menjadi unsur pelaksana

Pemerintah Daerah tingkat II Jember di bidang Pendapatan Daerah dengan Dinas

Pasar menjadi bagian dari Dinas Pendapatan.

Unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Tingkat II Jember di bidang

pendapatan daerah dengan nama Dinas Pendapatan Pajak Daerah dan mengalami

perubahan nama sebanyak tiga kali setelah Dinas Pendapatan Pajak Daerah, hal

ini disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi pada Pemerintah Daerah

Tingkat II Jember.

Adapun nama-nama unsur pelaksana Pemerintah Daerah Tingkat II Jember

di bidang pendapatan daerah setelah nama Dinas Pasar yaitu:

a. Dinas Pendapatan Pajak Daerah (DPPD)

b. Sub Direktorat Pendapatan Daerah (SDPD)

c. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)

Berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

maka dipandang perlu membentuk organisasi dan tata kerja Dinas Pasar (PERDA

No.39 tahun 2000) sehingga mulai saat itu Dinas Pasar berdiri sendiri. Kemudian

pada tahun 2000 dan dengan diberlakukannya PP No.8 tahun 2003 tentang

pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pasar bergabung kembali dengan

Dinas Pendapatan daerah Tingkat II Kabupaten Jember.
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Pada tahun 2000 Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Jember diubah menjadi

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember. Perubahan ini didasarkan pada

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 50 tahun 2000.

3.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Agar tujuan perusahaan/instansi perusahaan dapat tercapai dengan rencana

yang sudah ditetapkan, maka sangat diperlukan adanya pengorganisasian dari

berbagai kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesimpangsiuran dalam

pelaksanaan tugasnya masing-masing. Langkah ini dapat diambil dengan

pembagian tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota. Selanjutnya dapat

ditunjukkan dengan struktur organisasi yang diperlukan.

Suatu organisasi dapat benar-benar mencapai tujuan secara penuh, tata raga

organisasi itu harus memenuhi 2 syarat, yaitu efisien dan sehat. Tata cara

organisasi yang efisien berarti bahwa organisasi itu memiliki susunan yang logis

dan bebas dari sumber-sumbernya.

Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan

Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur

ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing-masing

bagian:

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


19

KEPALA DINAS

BIDANG PENDATAAN
DAN PELAYANAN

BIDANG PENETAPAN
DAN VERIFIKASI

BIDANG PENAGIHAN
DAN KEBERATAN

BIDANG PEMBUKUAN
DAN PENGENDALIAN

SEKRETARIS

SEKSI PENAGIHAN

SEKSI KEBERATAN

SEKSI PEMBUKUAN
DAN PELAPORAN

SEKSI PENGENDALIAN
DAN PENERTIBAN

SEKSI PENETAPAN
DAN LEGALISASI

SEKSI VERIFIKASI

SEKSI PENDATAAN DAN
PENDAFTARAN

SEKSI PELAYANAN DAN
PENYULUHAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SUB. BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

SUB. BAGIAN PERENCANAAN SUB. BAGIAN KEUANGAN

UPTD
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Penjelasan dari struktur organisasi di atas mengenai tugas dan fungsi dan

masing-masing jabatan adalah sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Kabupaten.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan surat

menyurat, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, protokol,

pengelolaan benda berharga, hubungan masyarakat, pemeliharaan,

penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program, pelaporan dan tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Dinas. Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

urusan ketatausahaan, pencatatan dan pelaporan penerimaan dan sisa

benda berharga, kehumasan dan kepegawaian dan tugas lain yang

diberikan oleh Sekretaris.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Program

Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan rancana program, kegiatan, anggaran, laporan dan tugas lain

yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ketatausaha

keuangan dan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

c. Unit Pelaksana Teknis

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional

dinas dalam urusan rumah tangga di bidang Dinas Pendapatan yang

mempunyai wilayah kerja 1 (satu) Kecamatan atau beberapa Kecamatan,

melaksanakan tugas pembantuan berdasarkan kebijakan dan peraturan

perundang-undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


21

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas teknis Kepala Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

e. Bidang Pendataan dan Penyuluhan (Bidang 1)

Bidang Pendataan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyusun program

perencanaan teknis pendataan dan pendaftaran obyek dan subyek Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Tempat

Rekreasi dan Olah Raga) serta melaksanakan pengumpulan bahan dalam

rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak daerah dan

retribusi daerah serta pendapatan lainnya dan melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas.

f. Bidang Penetapan dan Verifikasi (Bidang 2)

Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan

perhitungan, penilaian dan penetapan serta verifikasi jumlah pajak daerah dan

retribusi daerah (Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat

Penginapan/ Pesanggrahan/Villa dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah

Raga) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

g. Bidang Penagihan dan Keberatan (Bidang 3)

Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan urusan

penagihan, pertimbangan dan penyelesaian keberatan atas penetapan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas.

h. Bidang Pembukuan dan Pengendalian

Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan

urusan dibidang pembukuan dan pengendalian operasional, yang meliputi

pembinaan teknis pemungutan, pelaksanaan pembukuan dan pelaporan

realisasi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagi Hasil Pajak/Bukan

Pajak, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah serta benda berharga, dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
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3.3 Kegiatan Pokok Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah

Jember di bidang pendapatan daerah. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan

Rumah Tangga Daerah dalam bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya

yang diserahkan oleh Kepala Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas

sebagaimana tersebut di atas Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah

b. Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah

c. Pengkajian, evaluasi, penggalian, dan pengembangan pendapatan daerah

d. Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

e. Penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

f. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

g. Pemberian ijin tertentu di bidang pendapatan daerah

h. Evaluasi, monitoring dan pengendalian pemungutan Pendapatan Asli Daerah

i. Pemberian dukungan teknis dan administrasi dibidang Pendapatan Asli

Daerah

3.4 Kegiatan pada Bidang Pendataan dan Pendaftaran

Kegiatan yang dipilih pada saat pelaksanaan PKN adalah pada Bidang

Pendataan dan Pendaftaran. Bidang Pendataan dan Pendaftaran terdiri dari :

a. Seksi Pendataan

b. Seksi Pendaftaran dan Penyuluhan

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran.
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3.4.1 Seksi Pendataan

Seksi Pendataan mempunyai tugas melaksanakan pendataan Wajib Pajak

Daerah/Retribusi Daerah dan Obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan

tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan. Untuk

melaksanakan tugas, Seksi Pendataan mempunyai fungsi meliputi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pendataan Wajib Pajak

Daerah/Wajib Retribusi Daerah dan Obyek Pajak Daerah/Retribusi Daerah;

b. Pelaksanaan pendataan sumber pendapatan Pajak Daerah/Retribusi Daerah

dan sumber pendapatan lain yang sah;

c. Penyiapan formulir pendataan Wajib Pajak Daerah yang meliputi Surat

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak

(SPOP);

d. Penyerahan formulir pendataan SPTPD dan SPOP kepada Wajib Pajak Daerah

setelah dilakukan pencatatan dalam buku dan daftar SPTPD dan SPOP;

e. Pelaksanaan penelitian kelengkapan formulir pendataan SPTPD yang telah

diisi oleh Wajib Pajak atau kuasanya;

f. Pelaksanaan penelitian kesuaian data obyek pajak dengan keadaan obyek pajak

dilapangan;

g. Pelaksanaan analisa data dan uji kelayakan atas surat permohonan yang

diajukan oleh Wajib Pajak;

h. Pelaksanaan perubahan data terhadap obyek dan subyek pajak;

i. Penyusunan dan pengelolaan sistem informasi pengolahan data induk Wajib

Pajak Daerah/Retribusi Daerah;

j. Pembentukan dan pemeliharaan data base Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

k. Pengawasan terhadap pemanfaatan data Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

l. Pelaksanaan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan

komputer.
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3.4.2 Seksi Pendaftaran dan Penyuluhan

Seksi Pendaftaran dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan

pendaftaran Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan Obyek Pajak

Daerah/Retribusi Daerah serta pelayanan penyuluhan, dan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan. Untuk melaksanakan

tugas, Seksi Pendaftaran dan Penyuluhan mempunyai fungsi meliputi :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pendaftaran dan dokumentasi

pendataan obyek Pajak Daerah/Retribusi Daerah serta pelayanan penyuluhan;

b. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan

obyek Pajak Daerah/Retribusi Daerah;

c. Pemrosesan dan penetapan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

d. Pelaksanaan dokumentasi arsip Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

e. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

f. Pemrosesan dan penerbitan perijinan setelah kelengkapan persyaratan dan

kebenaran data terpenuhi;

g. Penyimpanan dan pendokumentasian arsip pajak daerah dan retribusi daerah;

h. Pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi dan pelayanan konsultasi tentang Pajak

Daerah/Retribusi Daerah baik dalam lingkup dinas maupun kepada mayarakat;

i. Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan dengan instansi terkait;

j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Penyusunan laporan pelaksanaan tugas

sebagai bahan pertanggung jawaban.
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IV. HASILKEGIATAN PRAKTEK KERJANYATA

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten jember merupakan lembaga

pemerintahan yang menjadi unsur-unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di

bidang pendataan-pendataan asli daerah, yang dalam pelaksanaannya Dinas

Pendapatan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Banyak jenis pajak yang ditangani oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember, salah satunya adalah Pajak Hiburan yang akan dibahas di dalam laporan

ini sesuai dengan judul laporan “ADMINISTRASI PAJAK HIBURAN PADA

DINAS PENDAPATAN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN JEMBER”.

Pada Praktek Kerja Nyata ini, penulis mendapatkan kesempatan penempatan

pada bidang 1 (bagian pendataan dan penyuluhan) yang merupakan pokok utama

jalannya administrasi pajak yang berpengaruh kepada semua bidang dan menjadi

dasar pendataan Wajib Pajak.

4.1 ProsedurAdministrasi Pajak Hiburan

Prosedur Administrasi Pajak Hiburan pada Dinas Pendaptan Daerah

Kabupaten Jember telah disesuaikan dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh

bidang-bidang yang ada di dalam Dinas Pendapatan, dengan keterangan sebagai

berikut :
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Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hiburan pada Bidang 1

WAJIB PAJAK

Gambar 4.1 Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hiburan pada Bidang 1

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2014

Keterangan :

FC KTP : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

1 : Pendataan
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Bidang Pendataan dan Pelayanan

Lanjutan...

Gambar 4.1 lanjutan..

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2014

Keterangan :

FC KTP : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk

NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

2 : Pendataan dan Pelayanan
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Prosedur Penetapan dan Verfikasi Pajak Hiburan pada Bidang 3

BIDANG PENETAPAN dan LEGALITAS

Gambar 4.2 Prosedur Penetapan dan Verfikasi Pajak Hiburan pada Bidang 3

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2014

Keterangan :

KTP : Kartu Tanda Penduduk

NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

SPTPD : Surat Pemberitahuan Terutang Daerah

3 : Bidang Penetapan dan Legalitas

SPTPD terdiri dari 6 lembar

Contoh SPTPD ada di halaman 37
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BIDANG PENETAPAN dan LEGALITAS

Lanjutan...

Keterangan :

KTP : Kartu Tanda Penduduk

NPWPD : Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah

SPTPD : Surat Pemberitahuan Terutang Daerah

SSPD : Surat Setor Pajak Daerah

T : Diarsipkan sesuai tanggal

4 : Bank

5 : Bidang pembukuaan dan pelaporan

6 : Transaksi pembayaran di bank oleh wajib pajak

Gambar 4.2 lanjutan..
Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2014
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BANK

Keterangan :

SPTPD : Surat Pemberitahuan Terutang Daerah

SSPD : Surat Setor Pajak Daerah

T : Diarsipkan sesuai tanggal

Gambar 4.2 lanjutan..
Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2014
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Prosedur Pembukuan dan Pengendalian Pajak Hiburan pada Bidang 4

BIDANG PEMBUKUAN dan PELAPORAN

Keterangan :

SPTPD : Surat Pemberitahuan Terhutang Daerah

SSPD : Surat Setor Pajak Daerah

STS : Surat Tanda Setor

T : Diarsipkan sesuai tanggal

5 : Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Gambar 4.3 Prosedur Pembukuan dan Pengendalian Pajak Hiburan
Sumber: Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2014
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TANSAKSI PEMBAYARAN di BANK oleh WAJIB PAJAK

Gambar 4.4 Transaksi Pembayaran di Bank oleh Wajib Pajak

Sumber: Data diolah dari Dinas Pendapatan Kabupaten Jember 2014

Keterangan :

SPTPD : Surat Pemberitahuan Terutang Daerah

SSPD : Surat Setor Pajak Daerah

T : Di arsipkan sesuai tanggal

6 : Transaksi Pembayaran di Bank
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Prosedur Pendaftaran dan Pendataan Pajak Hiburan pada bidang 1

a. Mengisi:

a) Wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan meminta TTD Wajib Pajak

serta melampirkan Foto Copy KTP 1 lembar.

b. Dikirim:

a) Formulir pendaftaran dan Foto Copy KTP milik Wajib Pajak yang telah

diisi dikirim ke Bidang Pendataan dan Pelayanan.

Seksi Pendataan dan Pelayanan pada bidang 1

a. Menerima:

a) Formulir pendaftaran dan Foto Copy KTP dari Wajib Pajak.

b. Mengoreksi:

a) Mengoreksi formulir pendaftaran dan Foto Copy KTP milik Wajib Pajak.

b) Jika kelengkapan formulir pendaftaran dan Foto CopyKTP tidak

valid/benar, maka formulir pendaftaran dan Foto Copy KTP

dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi kembali oleh Wajib

Pajak.

c) Jika kelengkapan formulir pendaftaran dan Foto Copy KTP sudah benar,

maka Bidang Pendataan dan Pelayanan menerbitkan NPWPD (Nomor

Pokok Wajib Pajak Daerah)

c. Dikirim:

a) Formulir pendaftaran, Foto Copy KTP, dan NPWPD dikirim ke Bidang

Penetapan dan Legalitas.
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Prosedur Penetapan dan Verfikasi Pajak Hiburan pada Bidang 2

Kegiatan pembukuan Penetapan merupakan kegiatan lanjutan setelah

dilakukannya Pendaftaran dan Pendataan terhadap Pajak Hiburan. Kegiatan ini

dimulai dengan dilakukannya pencatatan jenis pajak sampai dengan

diterbitkannya SPTPD (Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah) dan SSPD

(Surat Setor Pajak Daerah) serta mengarsipkannya.

Bidang Penetapan dan Legalitas

a. Menerima :

a) Menerima formulir pendaftaran, Foto Copy KTP, dan NPWPD dari

Bidang Pendataan dan Pelayanan.

b. Menerbitkan :

a) Berdasarkan formulir pendaftaran, Foto Copy KTP, dan NPWPD dari

Bidang Pendataan dan Pelayanan, Bidang Penetapan dan Legalitas

menerbitkan SPTPD (Surat Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah)

Pajak Hiburan rangkap 6 dan diisi oleh Wajib Pajak.

1) Lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak.

2) Lembar 2 dikirim ke Bank.

3) Lembar 3 dikirim ke Bidang Pembukuan dan Pelaporan.

c. Menerbitkan:

a) Berdasarkan SPTPD, Bidang Penetapan dan Legalitas menerbitkan SSPD

(Surat Setor Pajak Daerah) rangkap 5 dan diisi oleh Wajib Pajak.

1) Lembar 1 diberikan kepada Wajib Pajak.

2) Lembar 2 dikirim ke Bank.

3) Lembar 3 dikirim ke Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
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d. Pengarsipan:

a) Formulir pendaftaran, Foto Copy KTP, dan NPWPD diarsip sesuai

tanggal.

b) SPTPD lembar ke 4, 5, dan 6 diarsip sesuai tanggal.

c) SSPD lembar ke 4 dan 5 diarsip sesuai tanggal.

e. Wajib Pajak

a) Berdasarkan SPTPD dan SSPD masing-masing lembar ke 1, wajib pajak

melakukan pembayaran di bank.

f. Pengarsipan:

a) SPTPD dan SSPD yang diterima oleh Wajib Pajak diarsip dan disimpan

oleh Wajib Pajak.

Bank

a. Menerima:

a) Menerima SPTPD dan SSPD dari Bidang Penetapan dan Legalitas

masing-masing lembar ke 2.

b. Pengarsipan:

a) SPTPD dan SSPD diarsip sesuai tanggal.

Prosedur Pembukuan dan Pengendalian Pajak Hiburan pada Bidang 4

Prosedur Pembukuan dan Penerimaan merupakan proses akhir dari pajak

hiburan dimana kegiatan ini diawali dengan penerimaan setoran Pajak Hiburan

memvalidasinya sampai dengan diterbitkannya STS (Surat Tanda Setoran) lalu

dilakukannya pengarsipan yang akhirnya akan dilakukan pelaporan pembukuan

penerimaan Pajak Hiburan.
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Bidang Pembukuan dan Pelaporan

a. Menerima:

a) Menerima SPTPD dan SSPD masing-masing lembar ke 3 dari Bidang

Penetapan dan Legalitas.

b. Menerbitkan:

a) Berdasarkan SPTPD dan SSPD, Bidang Pembukuan dan Pelaporan

menerbitkan STS (Surat Tanda Setoran) yang sudah di TTD oleh

Bendahara.

c. Pencatatan:

a) Melakukan pencatatan pembukuan di buku penerimaan pajak.

d. Meminta:

a) Meminta TTD untuk buku penerimaan pajak oleh Kepala Dinas

Pendapatan

e. Pengarsipan :

a) SPTPD, SSPD, STS, dan buku penerimaan pajak diarsip sesuai tanggal.

4.2 Administrasi Pembayaran Pajak Hiburan

Administrasi Pembayaran Pajak Hiburan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Calon Wajib Pajak Pribadi atau Badan mengisi formulir Pendaftaran Wajib

Pajak dengan membawa berkas identitas individu (KTP) bagi WP Pribadi dan

berkas Badan Usaha (SITU, SIUP, dll) bagi Badan untuk mendapatkan

NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);

b. Wajib Pajak diberikan formulir SPTPD sesuai jenis pajaknya dan mengisikan

data sejujur-jujurnya dimana kelak data ini akan menjadi dasar perhitungan

besarnya pajak terutang dan segera dilaporkan paling lambat pada akhir bulan

berikutnya atau saat penyelenggaraan hiburan;
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c. Setelah besar pajak terutang dihitung maka besar pajak ditetapkan dengan

menerbitkan STS (Surat Tanda Setoran) yang akan di beritahukan pada Wajib

Pajak

d. Wajib Pajak membayar pajak sesuai media setoran STS (Surat Tanda Setoran)

ke Bendahara Khusus Penerima di Kantor Pelayanan Pajak Dinas Pendapatan

Kabupaten Jember atau pada Bank dan tempat lain yang ditunjuk paling

lambat pada akhir bulan berikutnya atau saat penyelenggaraan hiburan.

e. Setelah itu bidang verfikasi yang dibantu oleh tim akan menyesuaikan data

dari Wajib pajak dengan kondisi yang ada di lapangan.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD dan STS dapat dilihat dihalaman 37

dan 39 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Tapi ada juga Pembayaran Pajak Hiburan tersebut tidak sesuai dengan

prosedur yang berlaku. Pernah terjadi kasus orang dari pihak DISPENDA

melakukan pembayaran pajak hiburan langsung datang ke tempat hiburan tersebut

dan memberikan STS (Surat Tanda Setoran) kepada Wajib Pajak. Selanjutnya

Wajib Pajak akan mendapat bukti pembayaran yg harus dibayarkan ke bank, dan

selanjutnya wajib pajak harus mengikuti prosedur yg berlaku.
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Formulir Surat Pemberitahuan Terutang Pajak Daerah (SPTPD)

Gambar 4.3 Formulir Surat Pemberitahuan Terutang Pajak (lembar 5)

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
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Cara Pengisian Formulir SPTPD :

a. Mengisi nama Wajib Pajak sesuai dengan KTP : NSC Jember

b. Mengisi nama usaha yang sedang dijalankan : New Star Ciniplex

c. Mengisi NPWPD yang sudah diterbitkan : P 200025320107

d. Mengisi bagian alamat tempat usaha : Jl. Gatot Subroto No. 37

Kaliwates-Jember

e. Memilih jenis Hiburan dan disesuaikan dengan tarif pengenaan pajaknya : a.

Tontonan Film – 10%

f. Mengisi dengan tanda (X) pada masa yang telah jatuh tempo : Maret

g. Mengisi tahun pajak sesuai tanggal jatuh tempo : 2013

h. Mengisi nilai penjualan sesuai penghasilan yang diperoleh usaha tersebut : Rp.

35.555.000 per bulan

i. Mengisi jumlah pajak terhutang setelah dihitung dengan pengenaan tarif pajak :

Rp. 3.555.500

j. Mengisi tanggal, tanda tangan/cap, dan nama terang : 09 April 2013, NSC

Setelah pendaftaran dan pengisian SPTPD pada bidang pendaftaran dan

pelayanan wajib pajak menuju ke bidang verifikasi dan penetapan dengan

membawa SPTPD yang nantinya akan diverifikasi dan ditetapkan perhitungan

pengenaan pajak terhutangnya. Pada pajak hiburan tetap perhitungan pajak

terutang yang dikenakan adalah mengalikan jumlah penghasilan/omset pajak

hiburan selama sebulan dengan tarif pajak hiburan.

Misalnya, perhitungan jenis pajak tontonan film yang dikenakan pada “NEW

STAR CINIPLEX JEMBER” yang jumlah pendapatannya sebesar Rp.

35.555.000,- pada setiap bulannya, yaitu:

Tarif pajak x pendapatan sebulan = pajak yang terutang

10 % * Rp. 35.555.000,- = Rp. 3.555.500,- (pajak yang harus dibayar)

Sedangkan pada pajak hiburan tidak tetap (insidentil) perhitungan pajak terutang

yang dikenakan adalah dengan mengalikan jumlah karcis/tiket yang terjual

dengan harga per lembarnya kemudian dikalikan dengan tarif pajak hiburan.

Misalnya, pada konser band yang harga tiket masuknya sebesar Rp. 15.000,-
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dengan laku sebanyak 650 tiket, cara perhitungannya adalah :

(Harga tiket masuk x jumlah tiket yang terjual) x tarif pajak = pajak yang terutang.

(Rp. 15.000,- * 650)*10% = Rp. 975.000,- (pajak yang harus dibayar)
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Formulir Surat Tanda Setoran (STS)

Gambar 4.4 Formulir Surat Tanda Setoran (STS)

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
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Setalah mendapatkan SPTPD wajib pajak akan dibimbing ke bidang

pelayanan yang merupakan bagian dari bidang pendaftaran dan pelayanan sebagai

akses awal pembayaran dan penyetoran pajak sebelum ke Bank Jatim. Di bidang

pelayanan, wajib pajak akan diberi Surat Tanda Setoran oleh bendahara

penerimaan yang nantinya akan dibawa ke Bank Jatim pada saat pembayaran

pajak.

Surat tanda setoran ini disisi oleh petugas pelayanan sesuai dengan

keterangan yang diperoleh dari wajib pajak dan surat pemberitahuan terutang

pajak daerah. Untuk tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak

bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional,

pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pembayaran pajak dilakukan di Bank Jatim, sesuai waktu yang sudah

ditentukan dalam ketetapan awal. Hasil penerimaan pajak di setor ke kas daerah

selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh

Kepada Daerah atau Bupati. Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau

lunas. Setelah itu, wajib pajak akan mendapatkan bukti setoran pajak dari Bank

Jatim berupa slip setoran.
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V. KESIMPULAN

Administrasi Pajak Hiburan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Jember dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Bidang Pendaftaran dan Pendataan (Bidang 1) Wajib Pajak melakukan

pendaftaran mengenai nama wajib pajak, alamat, jenis pajak hiburan, dan

jumlah pajak terutang kepada bidang pendaftaran dan pelayanan, serta

memberikan Foto Copy KTP.

b. Setelah itu seksi Pendataan dan Pelayanan akan mengoreksi formulir

pendaftaran dan Foto Copy KTP milik Wajib Pajak.

c. Jika kelengkapan formulir pendaftaran dan Foto Copy KTP tidak valid/benar,

maka formulir pendaftaran dan Foto Copy KTP dikembalikan kepada Wajib

Pajak untuk dilengkapi kembali oleh Wajib Pajak.

d. Jika kelengkapan formulir pendaftaran dan Foto Copy KTP sudah benar,

maka Bidang Pendataan dan Pelayanan menerbitkan NPWPD (Nomor Pokok

Wajib Pajak Daerah).

e. Bidang Penetapan dan Legalitas (Bidang 2) akan menerbitkan SPTPD (Surat

Pemberitahuan Terhutang Pajak Daerah) Pajak Hiburan rangkap 6 dan diisi

oleh Wajib Pajak. Berdasarkan SPTPD, Bidang Penetapan dan Legalitas

menerbitkan SSPD (Surat Setor Pajak Daerah) rangkap 5 dan diisi oleh Wajib

Pajak.

f. Menerima SPTPD dan SSPD masing-masing lembar ke 3 dari Bidang

Penetapan dan Legalitas. Berdasarkan SPTPD dan SSPD, Bidang Pembukuan

dan Pelaporan menerbitkan STS (Surat Tanda Setoran) yang sudah di TTD

oleh Bendahara.

g. Meminta TTD untuk buku penerimaan pajak oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Setelah itu, SPTPD, SSPD, STS, dan buku penerimaan pajak diarsip sesuai

tanggal.
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